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ABSTRAK

Skripsi Ini berjudul judul Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Pelaku Tindak
Pidana Pembunuhan Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor:
86/Pid.B/2018/Pn.Amb). Latar belakang penelitian ini adalah untuk memahami
kompleksitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan
yang mengidap gangguan jiwa, khususnya skizofrenia. Salah satu tantangan utama
dalam penegakan hukum pidana adalah menentukan sejauh mana individu dengan
gangguan mental dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Pasal 338
KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam menentukan pertanggungjawaban hukum
terhadap pelaku pembunuhan yang mengidap skizofrenia berdasarkan Putusan
Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb., serta untuk mengetahui apakah pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana penjara setelah rehabilitasi terhadap pelaku
skizofrenia telah sesuai dengan perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan
mental berdasarkan Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb. Jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-
undangan dan studi putusan. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang
dianalisis secara deskriptif kualitatif dari peraturan perundang-undangan, doktrin,
jurnal hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana
penjara kepada terdakwa yang telah didiagnosis mengidap skizofrenia berat,
meskipun sebelumnya telah menjalani pengobatan selama satu tahun. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan standar penilaian hakim dan medis
untuk memastikan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa diproses secara adil dan
sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Penjatuhan Sanksi Pidana,

Skizofrenia, Gangguan Jiwa.

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,

NIP. 198301242009122001 NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana,
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu bidang ilmu hukum yang memiliki
peran penting dalam menciptakan ketertiban serta menegakkan keadilan di
tengah kehidupan masyarakat. Melalui hukum pidana, sebuah negara
berkewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan kepada individu dan
kelompok dari berbagai ancaman yang dapat merusak stabilitas sosial. Inilah
sebabnya, hukum pidana bukan hanya alat untuk menjatuhkan hukuman kepada
mereka yang melakukan pelanggaran, tetapi juga alat pengawasan untuk
memastikan bahwa masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku.*

Secara umum, di dalam hukum pidana itu sendiri terdapat dua tujuan.
Pertama, tujuan preventif, yaitu menimbulkan ketakutan agar masyarakat tidak
melakukan tindakan kriminal. Kedua, tujuan represif, yaitu mendidik individu
yang melakukan tindakan pidana agar mereka dapat bertransformasi menjadi
sosok yang lebih baik serta memperoleh penerimaan dari masyarakat. Dengan
adanya tujuan ini, hukum pidana mempertimbangkan penegakan hukum juga
dengan melihat faktor kemanusiaan.

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana adalah Nulla Poena

Sine Culpa, yang menegaskan bahwa tidak ada pemidanaan tanpa adanya

L Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, PT Nusantara Persada Utama,
Tanggerang Selatan, 2017, Him 11.



kesalahan. Menurut asas ini, mewajibkan seseorang tidak dapat dihukum atas
sesuatu yang bukan kesalahannya. Oleh karena itu, asas kesalahan menekankan
betapa pentingnya pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada adanya
kesalahan. Dalam hal ini, Sudaryono menyatakan asas kesalahan adalah hanya
tindakan seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat
unsur kesalahan yang jelas, yaitu kesadaran, niat jahat, dan kelalaian.? Namun
demikian, fakta yang terjadi di lapangan menegenai prinsip pertanggungjawaban
pidana tidak selalu mudah diterapkan dan jauh dari kata sederhana, terutama
dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan kemampuan pelaku untuk
memahami dan mengendalikan tindakannya. Salah satu tantangan utama yang
dihadapi adalah ketika pelaku tindak pidana mengalami gangguan kejiwaan,
yang memunculkan keraguan terkait batas pertanggungjawaban pidananya.
Dalam kondisi seperti ini, hukum pidana perlu mengevaluasi kapasitas mental
pelaku memengaruhi kemampuannya untuk memahami dan mengontrol
tindakannya.®

Mengenai hal tersebut, pada sistem hukum Indonesia terdapat
pengecualian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang
menyatakan bahwa:*

Barang siapa  melakukan  perbuatan yang tidak  dapat

dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu akibat penyakit, tidak dipidana.

2 Sudaryono dan Natangsa Surbakti., Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana
Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Jawa Tengah, 2017, HIm
167.

% 1bid. HIm 173.

4 Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP



Pasal ini menerangkan bahwa penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan
hati-hati untuk memastikan keadilan bagi pelaku yang tidak dapat bertanggung
jawab. Kehadiran pasal ini sekaligus memberikan prioritas khusus bagi penegak
hukum dalam menangani pelaku dengan gangguan mental, yang mempengaruhi
pada pemberian keputusan terkait hukuman yang dijatuhkan. Dengan demikian,
hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga
memperhatikan aspek rehabilitasi sesuai dengan kondisi pelaku.®
Skizofrenia dalam hukum pidana adalah suatu gangguan mental yang

sering menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pertanggungjawaban
pelaku kejahatan. Makna dari skizofrenia sendiri merupakan kondisi mental
yang ditandai perubahan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang menyebabkan
individu mengalami pemisahan dari realitas. Gejala skizofrenia biasanya
termasuk gangguan dalam proses berpikir, pengalaman halusinasi yang intens,
perubahan besar dalam perilaku, dan keyakinan yang tidak sesuai dengan
kenyataan.® Adapun gangguan jiwa ini diklasifikasikan ke dalam empat jenis
utama yang masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu:

1. skizofrenia paranoid

2. skizofrenia katatonik

3. skizofrenia tidak terdiferensiasi

4. skizoafektif disorder.

5 Widya Widana, et.al., Peran Hakim Secara Fungsional Berdasarkan Pasal 44 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana, Journal llmu Hukum, Vol. 8, No. 8, 2020, HIm 1170,
https://onesearch.id/Record/10S601.article-62498/Preview, Diakses Pada 3 Januari 2025.

6 Saim Salman, Mengenal Skizofrenia, Penyebab, Dan Cara Menanganinya, Elementa
Media, Jakarta Selatan, 2022, HIm 3.
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Pada umumnya, individu dengan skizofrenia dapat mengalami kesulitan
untuk memahami akibat dari pilihan mereka, yang dapat mempengaruhi
kapasitas mereka untuk bertanggung jawab secara hukum. Menurut data terbaru
World Health Organization tahun 2022 terdapat sekitar 24 juta orang di seluruh
dunia mengalami gangguan mental, dengan skizofrenia termasuk dalam kategori
gangguan yang paling serius. Gangguan ini setara dengan 1 dari 300 populasi
(0,32%), dengan prevalensi yang lebih tinggi pada kelompok usia dewasa, yaitu
1 dari 222 orang (0,45%).” Selanjutnya dalam data global yang dilaporkan pada
tahun 2016 menunjukkan Asia merupakan benua dengan angka skizofrenia yang
tinggi, dimana Asia Selatan dan Asia Timur merupakan wilayah dengan jumlah
penderita skizofrenia terbanyak di dunia yaitu sekitar 7,2 juta dan 4 juta kasus.
Sedangkan Asia Tenggara menduduki posisi ketiga dengan jumlah kasus
mencapai 2 juta kasus. Di Indonesia sendiri, kasus gangguan jiwa berat
dilaporkan mencapai angka 1,7 per mil, dimana 70% di antaranya merupakan
skizofrenia. Jumlah ini terus meningkat selama tiga puluh tahun terakhir,
sehingga pada tahun 2017 skizofrenia menempati posisi ketiga sebagai
gangguan mental yang paling umum. Selanjutnya yang terakhir berdasarkan data
Riskesdas 2019, diperkirakan terdapat sekitar 400.000 orang penderita.
Tingginya angka dari data tersebut menunjukkan masalah besar dalam sistem

kesehatan mental yang sedang dialami serta tinggi pula insiden skizofrenia

" Noor Cahaya, Aku Kenal Skizofrenia, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022,
Him 1.

8 Indra Maulana, Efektifitas Progressive Muscle Relaxation Techniques Terhadap
Kecemasan Pada Pasien Skizofrenia: Literature Review, Jurnal Keperawatan Aisyiyah, Vol. 10
No. 2, 2023, HIm 131-140, https://journal.unisa-bandung.ac.id/index.php/jka/article/view/443,
Diakses Pada 4 Januari 2025.
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memberikan peluang bagi tindakan kriminal yang dilakukan oleh individu
dengan gangguan tersebut.’

Orintina Vavinta lda dan Nany Suryawati berpendapat bahwa individu
dengan gangguan mental yang melakukan perilaku menyimpang sering kali
tidak dikenakan sanksi pidana karena adanya Pasal 44 KUHP.1° Namun, Pasal
ini masih memiliki kelemahan karena tidak secara spesifik merinci kriteria
individu yang benar-benar tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Adapun
pada perilaku kriminal dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat kompleks,
yang meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena
itu, analisis mendalam terhadap kondisi individu dan konteks lingkungan
sekitarnya merupakan elemen penting dalam mengungkap motif dan latar
belakang di balik tindakan kriminal.

Dalam praktik peradilan pidana, keputusan hakim dalam suatu putusan
sangat tergantung pada bukti yang diajukan, termasuk evaluasi medis oleh ahli
kejiwaan. Meskipun begitu, keputusan tersebut tetap berada dalam ranah
kewenangan independen lembaga kehakiman. Artinya, lembaga negara lain
tidak memiliki hak untuk turut campur atau memengaruhi keputusan yang
diambil oleh hakim.* Untuk mewujudkan prinsip negara hukum di Indonesia,

lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menegakkan hukum dan

® Adriana Lukmasari, et.al., Hubungan Antara Gangguan Tidur Dengan Gangguan Mentall
Emosional Anak Usia 4-6 Tahun Di Semarang, Jurnal Sari Pediatri, Vol. 18 No. 5, 2017, HIm 345,
https://shorturl.at/AXI5a, Diakses Pada 4 Januari 2025.

10 QOrintina Vavinta Ida, et al., Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana
Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif, Jurnal Binamulia Hukum, Vol.12,
No. 2, 2023, HIm 265, https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.620, Diakses Pada 4 Januari 2025.

1 R. Abdoel Djamali., Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok,
2021, Him 194,
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keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip yang dijelaskan
di atas ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan setiap aspek
bukti, termasuk kondisi kejiwaan pelaku dalam konteks kasus yang mereka
tangani.

Pada kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan mental seperti
skizofrenia, seharusnya hakim menilai secara cermat apakah pelaku benar-benar
tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 44 KUHP. Namun
dalam praktiknya, masih ditemukan putusan yang menjatuhkan pidana penjara
kepada pelaku penderita skizofrenia, meskipun telah ada keterangan medis yang
menunjukkan adanya gangguan jiwa. Seperti pada Putusan Nomor:
86/Pid.B/2018/Pn.Amb yang akan penulis analisis, pelaku tetap dijatuhi pidana
penjara dan diberikan rehabilitasi dalam waktu satu tahun sebagai syarat
penjatuhan hukuman kurungan kepada pelaku, walaupun dalam putusan tersebut
pelaku dalam keadaan jiwa berat berupa skizofrenia pada saat kejadian
berlangsung. *2

Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb ini menggambarkan peristiwa
yang terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2017 sekitar pukul 21.00 WIT
bertempat di kediaman korban La Jeni alias Jeni. Kediaman tersebut dijadikan
sebagai kost-kostan yang terdiri dari delapan kamar dan terdakwa menempati
kamar nomor dua sedangkan korban menempati kamar nomor lima yang terletak

di Desa Waiheru Kec.Baguala Kota Ambon. Kejadian bermula ketika awalnya

12 pengadilan Negeri Stabat, Putusan No. 86/Pid.B/2018/Pn-Amb, HIm 1.



korban, bersama istri, keponakan korban, dan suami dari keponakan korban
sedang bercengkrama kepada sesama mereka dengan suara yang keras sambil
makan malam di kamar kost. Karena merasa sudah larut malam dan suara
mereka sangat mengganggu, terdakwa Syafril yang pada saat itu berada didalam
kamar kemudian mengetuk pintu kamarnya beberapa kali sembari berteriak
mengatakan “diam...diam...diam”, dan dibalas oleh korban sembari
berkata “kenapa mesti tegur katong”. Setelah mendengar jawaban dari korban,
seketika itu terdakwa kemudian keluar dan berdiri di depan kamar lalu
mengatakan “abang ee kalau bicara suara kasih kecil jua barang beta pung
kacil ada tidur”. Mendengar jawaban Syafril, korban kesal, lalu berniat untuk
mengusir terdakwa segera keluar dari kamar kost seraya mengatakan “kalau
memang abang kurang senang kaluar saja, biar resiko almahrum yang
tanggung” Namun terdakwa menimpali perkataan tersebut dengan mengatakan
“seng beta bayar”. Lalu lagi dan lagi korban mengulangi ucapannya untuk
menagih uang kost seraya berucap, “Sudah, biar beta bayar, nanti beta yang
tanggung resiko.” Karena tersinggung korban menagih uang kost dan
mengancam mengusir terdakwa, terdakwa kemudian masuk kedalam kamar dan
langsung mengambil sebilah pisau sangkur yang disimpan dibawah rak piring.
Tidak lama setelah itu, selang beberapa menit terdakwa kemudian menemui
korban, hingga kemudian terjadi perkelahian diantara korban dengan terdakwa.
Perkelahian terjadi dan terdakwa yang tengah kalap dengan luapan tensi
emosinya, kemudian dengan gerakan menusuk pisau sangkur yang

digenggamnya tersebut kearah tubuh korban khususnya pada area perut dan dada



beberapa kali, hingga akhirnya menyebabkan korban bersimbah darah dan tidak
sadarkan diri. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban La Jeni alias Jeni
meninggal dunia  berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor:
VER/50/X/2017/RUMKIT tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr.VV.T. Larwuy. Setelah peristiwa tersebut, Syafril tidak
melarikan diri. la membawa pisau yang digunakan sebagai barang bukti dan
menyerahkan diri ke Polres Ambon. Dalam keterangannya, Syafril menyatakan
bahwa dirinya merasa trauma setelah kejadian tersebut. la mengaku memiliki
riwayat gangguan jiwa dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Sejak sekitar
tahun 2016, ia berhenti minum obat dan mulai mengalami kekambuhan berupa
halusinasi dan khayalan. la juga menyebutkan bahwa saat kejadian, La Jeni lebih
dulu memukulnya hingga empat kali, dan saat penikaman pun korban masih
sempat melakukan perlawanan. Pernyataan mengenai kondisi kejiwaan Syafril
diperkuat oleh hasil pemeriksaan psikiatri yang disertakan dalam berkas
perkara.t3

Pelaku telah diamankan dan menurut keterangan dalam putusan tersebut,
pelaku terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara
sengaja dan dijerat dengan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, yang
berbunyi:4

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

13 1bid. HIm 5.
14 pasal 338 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP



Kasus ini jelas sangat fatal, karena ada kerugian yang berujung pada
kematian. Dilihat dari perspektif kriminologi, penting bagi hakim untuk
mempertimbangkan konsekuensi dan variabel yang mempengaruhi tindakan
pembunuhan. Pada kasus yang menjadi objek penelitian ini, pelaku diketahui
memiliki riwayat gangguan mental berupa skizofrenia yang dibuktikan melalui
hasil pemeriksaan psikiatri serta riwayat pengobatan. Meskipun demikian,
hakim tetap menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada pelaku.
Hanya saja, sebelum menjalani pidana tersebut, pelaku diperintahkan terlebih
dahulu untuk menjalani rehabilitasi selama satu tahun di rumah sakit jiwa.
Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan apakah pemberian rehabilitasi selama
satu tahun sudah mencerminkan penerapan Pasal 44 KUHP secara utuh dan
apakah pelaku yang memiliki gangguan jiwa seharusnya tetap dihukum, atau
justru diberikan perawatan penuh tanpa pertanggungjawaban pidana. Fakta
bahwa pelaku tetap dijatuhi pidana penjara menunjukkan bahwa hakim
berpendapat bahwa gangguan mental tersebut tidak menghilangkan kemampuan
pertanggungjawaban pidana sepenuhnya.’®

Seiring dengan pentingnya pemahaman terhadap pertanggungjawaban
hukum terhadap pelaku pidana dengan gangguan mental, penulis merasa perlu
untuk melakukan kajian mendalam terhadap penerapan hukum dalam konteks
ini. Dengan mempertimbangkan kompleksitas isu yang melibatkan kapasitas

mental pelaku, penulis memilih untuk mengangkat judul penelitian

15 pengadilan Negeri Ambon, Op. Cit, HIm 26.
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"Analisis Penjatuhan Sanksi Pidana Tindak Pidana Pembunuhan

Pengidap Skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb)"

B. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian
ini adalah:

1. Bagaimana penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP dalam
menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembunuhan
yang  mengidap  skizofrenia  berdasarkan  Putusan  Nomor:
86/Pid.B/2018/Pn-Amb?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara setelah
rehabilitasi terhadap pelaku skizofrenia telah sesuai dengan perlindungan
hukum bagi pelaku dengan gangguan mental berdasarkan Putusan Nomor:
86/Pid.B/2018/PN Amb?

C. Tujuan Penelitian
Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah disampaikan,
tujuan penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal
44 KUHP dalam menentukan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku
pembunuhan yang mengidap skizofrenia berdasarkan Putusan Nomor:
86/Pid.B/2018/Pn-Amb.

2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

penjara setelah rehabilitasi terhadap pelaku skizofrenia telah sesuai dengan
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perlindungan hukum bagi pelaku dengan gangguan mental berdasarkan
Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/PN Amb.
D. Manfaat Penelitian
Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:
1. Manfaat Teoritis

a. Memperkaya literatur hukum pidana, terutama dalam penerapan Pasal
338 dan Pasal 44 KUHP terkait tindak pidana pembunuhan oleh pelaku
dengan gangguan mental.

b. Memberikan kontribusi dalam memahami pertanggungjawaban pidana
bagi pelaku dengan gangguan mental dan kapasitas hukum mereka.

c. Menjadi dasar pengembangan kebijakan hukum untuk perlindungan
hak-hak individu dengan gangguan mental dalam sistem peradilan
pidana, serta menjaga prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

d. Memberikan pemahaman tentang potensi penyalahgunaan Pasal 44
KUHP dalam penentuan pertanggungjawaban hukum.

2. Manfaat Praktis
a. Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik bagi
penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya
tentang bagaimana evaluasi medis yang dilakukan oleh ahli kejiwaan
digunakan sebagai faktor dalam menentukan pertanggungjawaban

hukum bagi pelaku yang memiliki gangguan mental.
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b. Mahasiswa
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi
mahasiswa hukum untuk memahami bagaimana Pasal 44 KUHP
diterapkan dan memperluas wawasan mahasiswa mengenai pentingnya
evaluasi medis dalam menentukan pertanggungjawaban hukum.
c. Masyarakat
Penelitian ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang
pentingnya pendekatan hukum yang adil bagi pelaku tindak pidana
dengan gangguan mental, serta mengurangi stigma terhadap individu
dengan skizofrenia.
E. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk menjaga fokus penelitian, penulis membatasi jangkauan
penelitian ini dengan membahas penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44
KUHP dalam menentukan penjatuhan sanksi terhadap pelaku dengan
skizofrenia dalam kasus pembunuhan, berdasarkan putusan yang dianalisis.
Pembatasan ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pertanggungjawaban
hukum pelaku dengan gangguan mental, guna memperoleh gambaran yang
lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam konteks gangguan
mental.
F. Kerangka Teoritis
Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian,

hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori
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yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.® Berikut adalah
teori-teori yang diterapkan oleh penulis untuk mengatasi berbagai permasalahan
dalam penelitian ini:
1. Teori Keadilan
Teori keadilan yang digunakan dalam penulisan ini adalah gagasan
dari John Rawils. Prinsip keadilan Rawls merupakan solusi bagi problem
utama keadilan. Pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-
besarnya, dan yang kedua adalah prinsip yang terdiri dari dua bagian,
yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas
kesempatan. Inti dari teori ini adalah bahwa perbedaan sosial dan
ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar
bagi mereka yang paling kurang beruntung.l’ Teori ini relevan untuk
menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Karena, dalam
prinsip kebebasan setara menuntut hak dasar yang setara bagi pelaku
dengan gangguan mental, termasuk pembelaan hukum dan pengobatan.
Selain itu prinsip perbedaan mendukung perlakuan berbeda terhadap pelaku
yang lebih rentan, seperti pelaku dengan skizofrenia, untuk memastikan
pertanggungjawaban hukum yang adil. Dengan demikian, teori Rawls
membantu mengevaluasi penerapan Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 KUHP

dalam kasus tersebut.

16 Digva Yuswidia Putra et al., Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Kondisi Kesehatan
Mental Pada Remaja Smk Farmasi Di Pekanbaru. Jurnal Medika: Medika, Vol. 3 No. 2, 2024, HIm
88-94, https://doi.org/10.31004/c2p6wt09, Diakses Pada 7 Januari 2025.

1 Muhammad Taufik, Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan. Jurnal Studi Islam
Mukaddimah, Vol. 19 No. 1, 2013, HIm 41, https://shorturl.at/OR8jz, Diakses Pada 4 Februari 2025.
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2. Teori Pertangungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur
bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan
bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf. Franz \VVon Liszt adalah
salah satu pencipta teori ini, yang menekankan bahwa pidana hanya dapat
dilakukan jika ada unsur kesalahan, baik itu karena kelalaian maupun
karena kesengajaan. Moeljatno, seorang ahli hukum pidana Indonesia yang
berperan besar dalam pembentukan teori hukum pidana, kemudian
memasukkan teori ini ke dalam hukum Indonesia dengan mengatakan
bahwa Pasal 44 KUHP menentukan apakah seseorang dapat dimintai
pertanggungjawaban pidana. ¥ Teori Pertanggungjawaban Pidana ini
digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, karena teori ini
menghubungkan pertanggungjawaban pidana dengan unsur kesalahan, baik
dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.

3. Teori Alasan Penghapusan Pidana

Berbagai ahli hukum telah membuat teori alasan penghapusan
pidana dalam hukum pidana. Menurut George P. Fletcher terdapat tiga teori
terkait alasan penghapus pidana yaitu teori hukuman yang tiada atau teori
kemanfaatan alasan pemaaf, teori pembelaan yang diperlukan, teori
peringkat kejahatan yang ringan. Salah satu yang paling menonjol dari teori
ini adalah in order to assess the deterrent efficacy of punishment, we must

define a class of potentially deterrable persons, yang diartikan sebuah teori

18 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, HIm 73.
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yang dimana sanksi pidana bukan saja menghukum pelanggar, namun juga
membuat orangorang untuk tidak berani mencoba melakukan tindak pidana
yang mirip seperti yang dilakukan pelanggar. Menurut teori ini, tidak ada
manfaatnya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang
menderita sakit jiwa.!® Dalam konteks ini, Teori Alasan Penghapusan
Pidana relevan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Teori ini
menekankan bahwa menjatuhkan pidana pada orang yang menderita
gangguan mental tidak efektif, karena mereka tidak memiliki kapasitas
untuk memahami atau mengontrol tindakannya. Teori ini dapat digunakan
untuk mengevaluasi apakah Pasal 44 KUHP sudah memberikan
perlindungan yang tepat bagi pelaku gangguan mental, dengan
memperhatikan prinsip keadilan dan kebutuhan akan perawatan, bukan
hanya hukuman.
. Teori Pertimbangan Hakim

Teori pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah suatu tahapan
dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap
selama proses persidangan berlangsung. Teori ini tidak didasarkan pada
satu penemu tunggal, melainkan merupakan hasil pemikiran dan
perkembangan dari berbagai ahli hukum. Salah satu tokoh yang
pemikirannya berkontribusi pada pemahaman tentang pertimbangan hakim
antara lain M.H. Tirtaatmadja yang mengatakan bahwa menekankan

pentingnya hakim dalam menetapkan hukuman yang dirasakan adil oleh

19 Fitri Wahyuni., Op. Cit, HIm 79.
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masyarakat dan terdakwa, dengan mempertimbangkan berbagai faktor
seperti sifat pelanggaran, ancaman hukuman, keadaan saat melakukan
pelanggaran, serta kepribadian terdakwa.?® Teori ini relavan untuk
menjawab rumusan masalah kedua karena dalam pengambilan putusan
untuk terdakwa dengan gangguan mental haruslah melihat semua aspek
terutama medis, agar terciptanya putusan yang adil bagi pelaku dan
korban.
G. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan
pendekatan, sistem, dan cara berpikir tertentu untuk mempelajari satu atau lebih
fenomena hukum secara menyeluruh.?

1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini menggunakan metode hukum normatif, yang
berfokus pada asas, prinsip, teori, dan doktrin yang dikembangkan oleh ahli
hukum dan menganalisis kaidah hukum yang berlaku serta penerapannya
dalam praktik. Penelitian ini juga lebih cenderung menggunakan
pendekatan deskriptif, yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau
memberikan penjelasan atas fenomena yang terjadi.?? Dalam hal ini, penulis
akan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pidana

yang mengidap skizofrenia dalam kasus pembunuhan melalui putusan.

20 Revalno Alfons et al., Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian
Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak, Jurnal IImu Hukum, Vol. 4 No. 4, 2024, HIm
296, https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i4.2434, Diakses Pada 23 Juli 2025.

21 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 2023, HIm 33.

22 Hari Sutra Disemadi, Lenses of legal research: a descriptive essay on legal research
methodologies, Journal of Judicial Review, Vol. 24 No. 2, 2022, HIm 289, https://shorturl.at/Rns;jl,
Diakses Pada 7 Januari 2025.
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Serta dalam penulisan ini akan memaparkan fakta, konteks hukum, dan
keputusan yang diambil dalam kasus tersebut tanpa melakukan perubahan
atau intervensi.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach),

a. Berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana
pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia dipelajari melalui
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Pasal 44
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bersama dengan
peraturan terkait lainnya yang mengatur tanggung jawab pidana
terhadap orang dengan gangguan mental, adalah salah satu dari banyak
peraturan yang dianalisis dalam penelitian ini. Selain itu, dalam
penelitian ini turut diuraikan asas hukum pidana dan prinsip-prinsip
hukum yang relevan.

b. Pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk memeriksa
keputusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah penelitian.
Menganalisis putusan terkait Latar belakang perkara, argumen hukum
yang digunakan oleh hakim, dan variabel yang memengaruhi keputusan
tersebut.

3. Sumber Bahan Hukum
Sumber bahan Penelitian Hukum merupakan segala sesuatu yang

dapat dipakai atau digunakan untuk tujuan menganalisis hukum yang
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berlaku. Penulisan ini berdasarkan berbagai sumbernya, yang disusun
berdasarkan:
a. Bahan hukum primer
Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan perundang-undangan
yang relevan seperti KUHP, serta putusan pengadilan yang dianalisis
dalam penelitian ini.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum
pidana.

2) Putusan Pengadilan: Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb.

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum Sekunder yaitu buku, jurnal hukum, artikel
ilmiah, serta pendapat ahli yang mendukung analisis penelitian ini.

1) Buku-buku hukum serta buku-buku yang memberikan analisis dan
penjelasan terhadap norma hukum yang terdapat dalam KUHP.

2) Artikel jurnal ilmiah serta artikel-artikel yang berisi tentang hasil
penelitian dan analisis terhadap isu-isu hukum termasuk
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan Hukum Tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia
yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang berkaitan

dengan penelitian ini.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode studi dokumen
(document study), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-
undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber literatur yang
berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memastikan bahwa hasil
penelitian memiliki dasar hukum yang kuat dan relevan dengan masalah
yang dibahas, pengumpulan data dilakukan secara sistematis.
5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik yang digunakan ini adalah dengan menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini dilakukan
dengan menguraikan, menyelidiki, dan mengambil kesimpulan dari
berbagai sumber hukum yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan
dengan membandingkan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian
untuk menemukan pola penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana
yang mengidap skizofrenia. Selain itu, untuk mendukung kesimpulan dan
argumen penelitian, penelitian ini mempertimbangkan teori hukum dan asas
hukum pidana yang relevan.?
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan
kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah

diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

2 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum,
Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, HIm 39.
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Kesimpulan diperoleh melalui analisis normatif terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini melihat
Putusan Nomor: 86/Pid.B/2018/Pn-Amb untuk mengkaji bagaimana hakim
menerapkan hukum dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini
menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara hukum yang berlaku

dan praktik peradilan dalam kasus yang dibahas.?*

24 Muhammad Fadel Adepio dan Muhammad Urifianto Ardhan., Peran peradilan tata usaha
negara dalam menegakkan prinsip kepentingan umum. Action Research Literate, Vol. 8 No. 5,
2024, Him 343, https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/343, Diakses Pada 8
Januari 2025.


https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/343
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